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Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif e
Disahkan oleh ~Kepala/Satuan Polisi Pamong Praja
Ly yvingi DKI Jakarta
'L Dy Arifin, M.AP,
A P gzﬁqe 21992031003
Nama/Judul PEW&};HN INFORMASI YANG
SOP DIK

ALIKAN

Dasar Hukum;:

Kualifikasi Pelaksana;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1. Memahami Undang-undang keterbukaan informasi publik
2, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2, Memehami informasi yang dikecualikan
3. Peraturan Pcmerin.tah Nomor 6 Tal?un 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik
4, Peratur_an Menteri Dalam Ncg-:l:r! Nomor 54. Tahun 2011 tentang Standar 4, Mampu mengoperasikan komputer
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 5 M heail i ¢ td ;
5.  Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan : i s s Sl menyurfx 2k MRLYUENA A
Informasi Publik: 6. Mampu melakukan pelayanan prima
6.  Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Telnis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
7.  Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Peranglkat Daerah.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

S0P ini terkait dengan:

1.

S0P Penetapan dan Pemutakhiran DIP

2. SO0P Pengelolaan Kebertan atas Informasi
3. SOP Uji Kensekuensi

oA B

Daftar Informasi Publik
Lemari rak dokumen/buku
Komputer/Laptop

Alat Tulis Kantor

Peringatan:
S0P ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan
dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:
= Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DILINGKUNGAN SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Staf
Pelaksana
PPID

Sekretaris

PPID PPID

Atasan
PPID

Perasyarakat/
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Memberikan tiap-tiap lembar pertimbangan uji
konseksuensi kepada Sekretaris PPID

(]

Sekretaris PPID menghimpun satu persatu
informasi yang sudah ditetapkan sebagai
informasi dikecualikan, berikut lembar
pertimbangan uji konsekuensi hasil pembahasan
PPID dan unit kerja

[ ]

Form daftar informasi yang
dikecualikan, lembar pengujian
konsekuensi

tentatif

Daftar informasi

dikecualikan

menghimpun

Mengelompokan informasi yang dikecualikan
berdasarkan unit kerja pengusul, utut sesuai
dengan Nomenkaltur unit

Draf daftar informasi yang
dikecualikan

tentatif

Draf Daftar informasi
dikecualikan

Memilah-milah

Setelah usulan informasi dikecualikan selesai
dilakukan uji konsekuensi dan selesai dihimpun
maka Sekretaris PPID menyerakan SK Penetapan
DIK kepada PPID

PPID menetapkan informasi dikecualikan setelah
mendapat persetujuan dari atasan PPID

Mengelola dan meyimpan dokumen informasi
yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan
hardcopy

Alat Tulis Kantor (ATK)

tentatif

Daftar informasi
dikecualikan

Mengelola
dokumen

Arsip

Arsip




